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SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BITPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

a. bahwa diterbitkannya Peraturan Daerah Kutai Kartanegara
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Keija Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman, maka pengajuan permohonan rumah sewa yang
selama ini diajukan kepada Dinas Cipta Karya sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Rumah Sewa perlu dilakukan
perubahan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Perubahan Peraturan Atas Bupati Kutai Kartanegara
Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Rumah Sewa;

Mengingat: 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1953 nomor 9) sebagai Undang-
undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 51 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015
Nomor 51);

15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 57 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Keija Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Pemukiman (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 57);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KUTAl KARTANEGARA NOMOR 16

TAHUN 2016 TENTANG PEMANFAATAN RUMAH SEWA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 ten tang
Pemanfaatan Rumah Sewa (Berita Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2016 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah, sehingga
Pasal 1 keseluruhannya berbun}?! sebagai berikut:

BABl

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah Dinas

Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kutai
Kartanegara.

5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Pejabat yang
memimpin Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan,
dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.



9. Rumah sewa adalah bangunan yang berfungsi sebagai
rumah tinggal yang dipakai atau dimanfaatkan dengan
membayar uang sewa dimana didalamnya ada persetujuan
antara pihak yang menyewakan dengan pih^ penyewa
yang dimana pihak yang menyewakan tadi menyerahkan
barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk
dinikmati sepenuhnya yang kemudian barang disewakan
tadi dapat dipungut hasilnya oleh pihak yang menyewakan
dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada
pemilik seperti kesepakatan yang sudah disetujui
sebelumnya.

10. Fasilitas hunian adalah bagian dari bangunan rumah sewa
yang difungsikan sebagai hunian dan tidak dapat dialih
fungsikan untuk kegiatan lain.

11. Fasilitas bukan hunian adalah bagian dari bangunan
Rumah sewa yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi
dan sosial serta tidak dapat difungsikan sebagai hunian
atau dialih fungsikan untuk kegiatan lain.

12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah
yang berupa Rumah sewa untuk dipergunakan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, dalam bentuk sewa,
dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan
oleh UPT Rumah sewa untuk memfungsikan Rumah sewa
sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima
imbalan uang tunai.

14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yag selanjutnya
disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
Pemerintah daerah untuk memperoleh rumah.

15. Penghuni adalah masyarakat yang memilki Kartu Tanda
Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK)
Kabupaten Kutai Kartanegara.

16. Masyarakat terprogram adalah MBR yang terkena dampak
pembangunan Pemerintah Daerah.

17. Masyarakat tidak terprogram adalahan masyarakat umum
yang terkatagori MBR.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) kata SKPD diubah menjadi
Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penyewa membayar uang sewa setiap bulan mulai tanggal
1 sampai dengan tanggal 15.

(2) Pembayaran sewa dilakukan di bendahara penerima pada
Organisasi Perangkat Daerah Teknis.

(3) Bendahara penerima menyetorkan ke kas daerah.




